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A. Pendahuluan

Tindak Pidana Korupsi di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan dari
lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif dari instansi-instansi
pemerintah pusat maupun daerah dari kepala daerah kabupaten/kota maupun
provinsi. Media elektronik maupun media cetak, hampir setiap harinya
memberitakan kasﬁs-kasus Tindak Pidana Korupsi.

Seperti kasus yang sedang diteliti ini, Terdakwa didakwa oleh Jaksa
Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif kombinasi, yaitu Kesatu Primair
Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana. Subsidair Pasal 3 jo Pasal
18 UU No.31 Tahun 1999 jo Pasal 18 UU Nomor : 31 Tahun 1999
sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001
tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kedua Pertama Pasal 5 ayat
(1) Huruf a UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah
dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Kesatu KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.
Atau Kedua Pasal 13 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan




